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Madiansyah Rizkia Evando. 2016. E0012241. PERAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU KECAMATAN 
PARON KABUPATEN NGAWI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas 
mengenai peran pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance di Desa 
Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi serta untuk mengetahui kendala yang 
dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  untuk mewujudkan good governance di Desa Dawu Kecamatan 
Paron Kabupaten Ngawi. 
  Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris 
bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 
pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu melalui 
wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber data 
sekunder yaitu buku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan 
perundang-undangan, dan juga jurnal. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analis is 
data kualitatif dengan model interaktif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di 
Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kendala-
kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance, dan juga 
belum optimalnya Pemerintah Desa dalam penerapan asas-asas pemerintahan yang 
baik. Hal tersebut di ketahui dari hasil wawancara dengan ketua  Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut. 
 











Madiansyah Rizkia Evando. 2016. E0012241. ROLE OF VILLAGE 
CONSULTATIVE COUNCIL ON IMPLEMENTING SUPERVISION UPON 
THE WORK OF VILLAGE GOVERNMENT, BASED ON CONSTITUTION 
NO. 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE,  ACTUALIZING GOOD GOVERNANCE 
IN DAWU VILLAGE, PARON DISTRICT, NGAWI REGENCY. Legal Scientific 
Writing (Skripsi). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 The research intends to precisely know and analyze about the implementation 
of the Village Consultative Council’s supervisory function upon the work of Village 
Government, based on Constitution no. 6 year 2014 about Village, and on 
actualizing Good Governance in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency, 
and to discover obstacles encountered by the Village Consultative Council on 
implementing supervision upon the work of Village Government, based on 
Constitution no. 6 year 2014 about Village, and on actualizing Good Governance 
in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency. 
 The research, viewed from the purpose, is classified as a type of empirical legal 
research with descriptive purpose and using constitutional approach, case 
approach, and conseptual approach. The data source is taken from primary data 
source, that is by doing interview with the member of Village Consultative Council, 
and from secondary data source, that is from books, good governance principle, 
constitution and regulations applied, and journals. After the data gathered, 
qualitative data analysis is conducted with interactive model. 
 Based on the research result and data analysis which has been conducted, 
there is a conclusion that can be withdrawn, that is the implementation of the 
Village Consultative Council’s supervisory function upon the work of Village 
Government in Dawu Village, Paron District, Ngawi Regency, has not been 
appropriate with Constitution no. 6 year 2014 about Village; there are some 
obstacles in implementing the Village Consultative Council’s supervisory function 
upon the work of Village Government, based on Constitution no. 6 year 2014 about 
Village to carry out Good Governance; and the Village Government has not 
optimally run Good Governance. The case is found out from the result of interview 
with the Head of Village Consultative Council in the village. 
 











Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia ( Nelson Mandela) 
**** 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar 
(QS. Al Ankabut (29) : 45) 
**** 
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
(QS. Ali-Imron (3) : 200) 
**** 
Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 























Skripsi ini, penulis persembahkan kepada : 
Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala rahmat, karunia, serta rizki-Nya  
**** 
Nabi Muhammad SAW 
**** 
Bapak dan Ibuku serta keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang 
dan dukungan serta doa restu yang begitu besar dan tanpa henti selama ini 
**** 
Bapak dan Ibu Dosen, terutama Dosen Pembimbing yang tak pernah lelah dan 
sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 
**** 
Sahabat-sahabat dan teman-teman dekatku, terimakasih atas semua pengorbanan, 





















Puji syukur Alhamdulillahirobbil alamin atas berkat rahmat Allah SWT atas 
segala karunia, nikmat dan berkat-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) 
yang berjudul, “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 
DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU 
KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI ” dapat diselesaikan. 
Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance di Desa 
Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. 
Proses dalam pembuatan skripsi ini, penulis akui tidaklah mudah. 
Permasalahan dan hambatan banyak penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi 
ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini banyak  
mendapatkan dukungan dan bantuan baik secara moral maupun spiritual dari 
berbagai pihak yang sangat berarti. Selanjutnya dengan kerendahan dan ketulusan 
hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :   
1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia, serta rizki-Nya 
kepada penulis. 
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Suranto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan juga 
sekaligus selaku pembimbing I skripsi dalam penelitian hukum ini yang telah 
menyediakan waktu, pikiran, dan petunjuk, bimbingan maupun motivas inya 
kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.  
4. Ibu Andina Elok Puri M, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi dalam 
penelitian hukum ini yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan petunjuk, 




5. Bapak Heri Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
menyediakan waktu pikiran, dan petunjuk, bimbingan maupun motivas inya 
selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Mater 
Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah mebimbing dan membagi ilmu pengetahuan yang sangat berguna 
kepada penulis selama proses menimba ilmu di Fakultas Hukum Univers itas 
Sebelas Maret Surakarta. 
7. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan. 
8. Bapak Soetojo selaku ketua Badan Pemusyawaratan Desa Dawu Kecamatan 
Paron Kabupaten Ngawi beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa 
Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang telah memberikan izin 
terhadap penelitian tentang skripsi saya yang berjudul “Peran Badan 
Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
untuk Mewujudkan Good Goverment di Desa Dawu Kecamatan Paron 
Kabupaten Ngawi”. 
9. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sri Widodo dan Ibu Makmuriah serta keluarga 
besar penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, inspirasi, motivas i 
dan semangat yang begitu besar pada penulis. 
10. Kawan-kawan Gerimis, Sandhi Amukti, Bahir Muhammad, Adit, M Rio  
Ervandra, Pramudito Hadi, Raden Andy, Reza Fazlur, Ferry F, Satrio 
Wicaksono, Dito, Rony Satria, Berthone Jonathan, Indra K, Arinto Sidabutar, 
Otniel Y terima kasih atas waktu, kebersamaan, kekonyolan dan semua hal 
yang kita lakukan bersama serta motivasinya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan hukum ini. 
11. Seluruh teman-teman keluarga besar angkatan 2012 Fakultas Hukum 

























HALAMAN JUDUL ..........................................................................................     i 
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  .................................................    ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................................   iii 
HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................   iv 
ABSTRAK ...........................................................................................................    v 
ABSTRACT .........................................................................................................   vi 
HALAMAN MOTTO  ........................................................................................  vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................................... viii 
HALAMAN KATA PENGANTAR  ..................................................................   ix 
BAB I           PENDAHULUAN  ........................................................................     1 
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................     1 
B. Rumusan Masalah ....................................................................     5 
C. Tujuan Penelitian......................................................................     5 
D. Manfaat Penelitian  .................................................................     6 
E. Metode Penelitian  ..................................................................     7 
F. Sistematika Penulisan Hukum  ...............................................   13 
BAB II         TINJAUAN PUSTAKA ................................................................   15 
A. Kerangka Teori  ......................................................................   15 
1. Tinjauan Tentang Demokrasi  ............................................   15 
a. Pengertian Demokrasi.....................................................   15 
b. Macam-Macam Demokrasi  ..........................................   16 
c. Demokrasi di Desa  .......................................................   17 
2. Tinjauan Tentang Desa .......................................................   18 
3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa ................................   20 
4. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa  .............   21 
a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....................   21 
b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Syarat Badan 
Permusyawaratan Desa ..................................................   22 
c. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa......   24 
xiii 
 
d. Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ........   25 
5. Tinjauan Tentang Good Governance .................................   25 
a. Pengertian Good Governance .......................................   25 
b. Fungsi dan Arti Penting Good Governance ..................   28 
6. Tinjauan Tentang Pengawasan ............................................   29 
a. Pengertian Pengawaasan.................................................   29 
b. Penggolongan Pengawasan ............................................   31 
1) Pengawasan Langsung dan Tidak langsung ..............   31 
2) Pengawasan Preventif dan Represif...........................   31 
3) Pengawasan Internal dan Eksternal ...........................   32 
B. Kerangka Pemikiran ...............................................................   32 
BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................   34 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan...........................................   34 
1. Peran BPD di Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dalam Mewujudkan Good Governance .....   34 
a. Asal usul Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi .........................................................................   35 
b. Diskripsi Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi .........................................................................   36 
c. Struktur organisasi pemerintahan Desa Dawu Kecamatan 
Paron Kabupaten Ngawi.............................................   38 
d. Gambaran umum BPD Desa Dawu Kecamatan Paron 
Kabupaten Ngawi .......................................................   40 
e. Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa ...............................................................   43 
f. Peran BPD Berdasarkan Kondisi Faktual di Desa Dawu 
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi..........................   46 
xiv 
 
g. Peran BPD Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi dalam Mewujudkan Good Governance .........   61 
2. Kendala yang dihadapi BPD di Desa Dawu Kecamatan Paron 
Kabupaten Ngawi dalam Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa dalam Mewujudkan Good 
Governance......................................................................   66 
BAB IV          PENUTUP ....................................................................................   70 
A. Kesimpulan...............................................................................   70 


























Gambar 1 : Model Analisis Interaktif...................................................................   12 
Gambar 2 : Struktur Fungsi Manajemen pengawasan .........................................   31 
Gambar 3 : Karangka Pemikiran ..........................................................................   32 
Gambar 4 : Peta Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi .....................   37 
Gambar 5 : Struktur Organisasi Desa Dawu........................................................   39 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1 : Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Dawu ......................................   40 
Tabel 2 : Daftar Nama Anggota BPD Desa Dawu ..............................................   43 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Permohonan ijin penelitian 
Lampiran 2 : RPJMDES Desa  Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 
2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
